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Abstrak 
Perjanjian pengakuan hutang merupakan salah satu instrumen hukum perdata yang 
sering digunakan untuk mempertegas hubungan utang-piutang antara debitur dan 
kreditur. Perjanjian tersebut umumnya dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan 
notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, dalam praktiknya 
muncul persoalan hukum ketika klausula perjanjian, khususnya mengenai suku bunga 
dan denda, dinilai melampaui batas kewajaran serta bertentangan dengan prinsip 
kepatutan maupun ketentuan hukum perbankan. Permasalahan tersebut menimbulkan 
banyak gugatan pembatalan akta pengakuan hutang di pengadilan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan hukum akta pengakuan hutang yang 
dibatalkan pengadilan terkait klausula bunga pinjaman yang tinggi, serta (2) bentuk 
kepastian hukum dari pembatalan tersebut bagi para pihak dan notaris. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, kasus, analitis, dan konseptual, serta mengkaji bahan hukum primer berupa 
KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta putusan pengadilan, didukung 
bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
formil, akta pengakuan hutang tetap berkedudukan sebagai akta autentik, tetapi secara 
materiil klausul yang tidak adil dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh 
pengadilan. Pembatalan tersebut sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda yang 
dibatasi asas kepatutan, serta mencerminkan penerapan teori kepastian hukum Jan 
Michiel Otto. Dengan demikian, pembatalan akta oleh pengadilan bukanlah bentuk 
pelemahan terhadap kewenangan notaris, melainkan upaya untuk menjaga 
keseimbangan kontraktual, melindungi masyarakat dari praktik pinjaman yang 
merugikan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. 
 
Kata kunci: Perjanjian, Akta Pengakuan Hutang, Notaris, Pembatalan, Suku Bunga 

Pinjaman 
 
PENDAHULUAN 
Perjanjian dalam hukum perdata merupakan instrumen yang mengikat para pihak 
layaknya undang-undang. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Artinya, perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya dasar hukum 
yang jelas. Akta pengakuan hutang umumnya dibuat untuk memperkuat posisi kreditur 
dalam menagih kewajiban debitur. Akta tersebut sering memuat klausula mengenai 
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bunga dan denda keterlambatan pembayaran. Notaris sebagai pejabat umum 
berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata (Subekti, Hukum Perjanjian, 
2005:45). 
 
Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa pengadilan sering menerima gugatan 
debitur terhadap akta pengakuan hutang, khususnya yang memuat klausula bunga 
pinjaman tidak wajar. Beberapa putusan pengadilan bahkan telah membatalkan 
sebagian klausula tersebut dengan alasan bertentangan dengan hukum dan asas 
kepatutan. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Smr, 
misalnya, menyatakan bahwa pembatalan akta pengakuan hutang dengan klausula 
bunga tinggi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Hakim menilai klausula 
tersebut bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam Pasal 1339 KUHPerdata (PN 
Samarinda, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Smr, 2024:67). 
 
Selain itu, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3546 K/Pdt/2019 menegaskan 
bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan 
klausula yang menimbulkan ketidakadilan. Kasus lain ditunjukkan oleh Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 2956 K/Pdt/2013, yang membatalkan klausula denda 
keterlambatan sebesar 8% per bulan karena bertentangan dengan ketentuan 
perbankan. Hakim menilai klausula tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan 
(MA RI, Putusan Nomor 2956 K/Pdt/2013, 2013:77). Ketiga putusan tersebut 
menunjukkan adanya konsistensi peradilan dalam menolak klausula bunga pinjaman 
yang dianggap tidak wajar. Hal ini menegaskan bahwa hukum perjanjian di Indonesia 
tidak hanya mengedepankan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga mengutamakan 
asas keadilan (Satrio, Hukum Perikatan, 2016:102). 
 
Dari perspektif teori, pembatalan klausula bunga tinggi sejalan dengan Teori Kepastian 
Hukum Jan Michiel Otto yang menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, 
konsisten, dan dapat ditegakkan. Selain teori kepastian hukum, penelitian ini juga 
menggunakan Teori Perjanjian Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik tidak hanya mencakup kesepakatan formal, 
tetapi juga substansi yang adil bagi para pihak (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005:53). 
Dari sisi notaris, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri. Notaris berkewajiban 
memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tidak 
mengandung klausula yang melanggar prinsip kepatutan (Adjie, Hukum Notaris, 
2019:80). Ketidakjelasan batasan suku bunga dalam regulasi Indonesia menambah 
kompleksitas persoalan. Meskipun Bank Indonesia dan OJK memberikan pedoman, 
praktik di lapangan masih sering ditemukan bunga pinjaman yang jauh di atas ketentuan 
(Gunawan, Hukum Perbankan, 2020:134). 
 
Dalam hukum perdata, terdapat perbedaan antara sahnya perjanjian secara formil dan 
materiil. Secara formil, akta yang dibuat notaris adalah autentik dan sempurna. Namun 
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secara materiil, isi akta dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, atau asas kepatutan. Penelitian terdahulu juga menegaskan 
pentingnya perlindungan hukum bagi debitur terhadap klausula yang merugikan. 
Misalnya, penelitian Dian Saraswati (2023) menyoroti perlunya keseimbangan 
perlindungan hukum dalam perjanjian kredit. Sementara itu, penelitian Elvia Puspita 
Siregar (2024) menekankan bahwa akta pengakuan hutang tetap sah secara hukum 
meskipun klausula tertentu dapat dibatalkan. Hal ini memperlihatkan bahwa akta 
autentik memiliki dua dimensi: sah secara formil tetapi dapat diuji secara materiil oleh 
hakim. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa permasalahan utama dalam penelitian 
ini bukan sekadar sah atau tidaknya akta pengakuan hutang, melainkan kepastian 
hukum yang muncul ketika pengadilan membatalkan sebagian isi akta. Dengan 
demikian, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, 
bagaimana kedudukan hukum akta pengakuan hutang yang dibatalkan oleh pengadilan 
terkait suku bunga pinjaman yang tinggi. Kedua, bagaimana bentuk kepastian hukum 
dari pembatalan akta tersebut di hadapan notaris. 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara 
teoritis,, memperkaya literatur hukum perdata, khususnya mengenai kekuatan akta 
autentik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi pedoman bagi notaris, hakim, 
dan praktisi hukum (Otto, Kepastian Hukum, 2003:127). 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum 
yang menitikberatkan pada studi pustaka dengan menelaah bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih 
bersifat normatif, yakni mengenai kedudukan hukum akta perjanjian pengakuan hutang 
serta kepastian hukum pembatalannya oleh pengadilan terkait suku bunga pinjaman 
yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan survei lapangan, melainkan 
mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang 
relevan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi empat jenis. Pertama, 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan 
KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta regulasi perbankan terkait batas 
suku bunga pinjaman. Kedua, pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji 
beberapa putusan pengadilan, antara lain Putusan PN Samarinda Nomor 
103/Pdt.G/2024/PN Smr, Putusan MA Nomor 3546 K/Pdt/2019, dan Putusan MA Nomor 
2956 K/Pdt/2013. Ketiga, pendekatan analitis (analytical approach) dengan mengkaji 
makna dan penerapan norma dalam praktik. Keempat, pendekatan konseptual 
(conceptual approach) dengan menelaah teori kepastian hukum dan teori perjanjian. 
 
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum 
primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya, serta putusan-putusan 
pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, 
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jurnal hukum, artikel penelitian, dan karya akademik terdahulu yang membahas 
mengenai akta pengakuan hutang dan pembatalannya. Adapun bahan hukum tersier 
mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang digunakan untuk memperkuat 
penafsiran hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi 
kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan 
bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut 
dianalisis untuk menemukan kesesuaian atau pertentangan antaraturan, serta 
bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Tahap ini penting untuk 
memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari 
aspek normatif maupun yurisprudensi. 
 
Analisis bahan hukum dilakukan dengan beberapa teknik penafsiran. Penafsiran 
gramatikal digunakan untuk memahami teks undang-undang sesuai bahasa hukum. 
Penafsiran sistematis dilakukan dengan menelaah aturan hukum dalam kerangka 
keseluruhan sistem hukum perdata. Selain itu, digunakan juga metode konstruksi 
hukum berupa analogi untuk memperluas cakupan norma, serta penghalusan hukum 
untuk membatasi berlakunya suatu aturan dalam kondisi tertentu. Dengan metode ini, 
penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang logis dan relevan 
dalam menjawab rumusan masalah. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.  Kedudukan Hukum Akta Pengakuan Hutang 

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk akta autentik yang dibuat di 
hadapan notaris. Secara formil, akta ini memiliki kedudukan hukum yang kuat karena 
memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta 
autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, baik mengenai isi maupun 
kebenaran tanggal dan tanda tangan para pihak. Keberadaan akta pengakuan hutang 
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam menagih 
kewajiban debitur. Dengan akta autentik, kreditur memiliki bukti tertulis yang kuat 
dan tidak dapat disangkal kecuali dengan pembuktian sebaliknya. Hal ini berbeda 
dengan perjanjian di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya lebih lemah. 
 
Kekuatan akta autentik sebagai alat bukti juga ditegaskan dalam doktrin hukum 
perdata. Menurut Subekti, akta autentik memberikan jaminan kepastian hukum yang 
tidak dapat disamakan dengan bukti lain (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005:46). Oleh 
karena itu, kedudukan akta pengakuan hutang pada dasarnya sangat penting dalam 
hubungan utang-piutang. Namun, sahnya suatu akta secara formil tidak serta-merta 
menjamin keabsahan substansinya. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya 
perjanjian, termasuk adanya sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan 
hukum. Apabila substansi akta mengandung klausula yang melanggar asas kepatutan, 
maka klausula tersebut dapat dibatalkan. 
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Dalam praktik, banyak debitur yang mengajukan gugatan ke pengadilan terkait 
klausula bunga pinjaman dalam akta pengakuan hutang. Debitur menilai klausula 
tersebut melampaui batas kewajaran dan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini 
menunjukkan adanya perbedaan antara sahnya akta secara formil dan sahnya isi akta 
secara materiil. Dengan demikian, kedudukan akta pengakuan hutang bersifat 
dualistik. Di satu sisi, akta tersebut sah dan mengikat para pihak secara hukum. 
Namun di sisi lain, substansi perjanjian tetap dapat diuji oleh hakim untuk menilai 
kesesuaiannya dengan asas hukum perjanjian, khususnya asas kepatutan dan 
keadilan (Satrio, Hukum Perikatan, 2016:103). Kedudukan ganda ini menempatkan 
notaris pada posisi yang strategis sekaligus penuh tanggung jawab. Notaris tidak 
hanya mencatat kesepakatan para pihak, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan 
hukum untuk memastikan bahwa klausula yang dituangkan dalam akta tidak 
melanggar peraturan perundang-undangan maupun kepatutan (Adjie, Hukum 
Notaris, 2019:81). 
 
Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran memberikan perlindungan hukum 
yang seimbang bagi kedua belah pihak. Ia harus memastikan bahwa isi akta tidak 
berat sebelah dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Hal ini penting 
agar akta yang dibuat tidak berujung pada pembatalan oleh pengadilan. Dalam 
konteks hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak memang memberikan 
keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun, asas tersebut 
dibatasi oleh asas kepatutan, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Batasan inilah yang sering menjadi alasan 
pengadilan dalam membatalkan klausula tertentu. Kedudukan hukum akta 
pengakuan hutang yang dibatalkan sebagian oleh pengadilan memperlihatkan bahwa 
akta tetap sah sebagai dokumen autentik. Hanya saja, substansinya perlu disesuaikan 
agar sejalan dengan asas hukum yang berlaku. Dengan demikian, akta tersebut tidak 
kehilangan kedudukan hukumnya secara keseluruhan. 
 
Pandangan ini sejalan dengan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, yang 
menyatakan bahwa hukum harus konsisten dan dapat ditegakkan. Pembatalan 
klausula tidak wajar oleh hakim merupakan bentuk penegakan hukum yang konsisten 
dengan tujuan melindungi masyarakat (Otto, Kepastian Hukum, 2003:121). Selain 
teori kepastian hukum, asas keadilan juga menjadi pertimbangan penting. Dalam 
setiap kontrak, keadilan harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan kerugian yang 
tidak seimbang. Akta pengakuan hutang yang memuat bunga terlalu tinggi dianggap 
bertentangan dengan nilai keadilan, sehingga dapat dibatalkan sebagian. Kedudukan 
hukum akta pengakuan hutang pada akhirnya ditentukan oleh keseimbangan antara 
kepastian hukum dan keadilan. Jika hanya menekankan kepastian tanpa 
memperhatikan keadilan, maka akta akan berpotensi menjadi alat penindasan 
terhadap pihak yang lemah. Sebaliknya, jika hanya menekankan keadilan tanpa 
menghormati kepastian hukum, maka kontrak kehilangan makna sebagai perikatan 
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yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, kedudukan hukum akta pengakuan 
hutang harus dipahami dalam kerangka keseimbangan antara dua nilai tersebut. 
 
Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa akta pengakuan hutang tetap memiliki 
kedudukan hukum yang sah sebagai akta autentik. Namun, hakim berwenang 
menguji substansinya untuk memastikan bahwa isi akta tidak melanggar asas 
kepatutan, keadilan, dan hukum positif. Dengan demikian, kedudukan akta 
pengakuan hutang bersifat relatif: sah secara formil tetapi dapat dibatalkan secara 
materiil. 

 
2.  Pembatalan Akta oleh Pengadilan Terkait Suku Bunga Pinjaman Tinggi 

Salah satu persoalan utama dalam akta pengakuan hutang adalah klausula mengenai 
bunga pinjaman yang tinggi. Klausula ini seringkali menjadi objek gugatan, karena 
dianggap melampaui batas kewajaran. Dalam banyak kasus, hakim menilai bahwa 
klausula bunga yang tidak wajar merupakan bentuk pelanggaran asas kepatutan dan 
dapat dibatalkan. Putusan PN Samarinda Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Smr menjadi 
preseden penting. Dalam kasus tersebut, hakim membatalkan klausula bunga yang 
terlalu tinggi, namun tetap mempertahankan sahnya akta secara keseluruhan. 
Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 1339 KUHPerdata yang menegaskan 
pentingnya itikad baik dalam setiap perjanjian (PN Samarinda, Putusan Nomor 
103/Pdt.G/2024/PN Smr, 2024:67). Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3546 
K/Pdt/2019 memberikan penegasan lebih lanjut. Hakim menyatakan bahwa asas 
kebebasan berkontrak tidak boleh dijadikan alasan untuk memberlakukan klausula 
yang menimbulkan ketidakadilan nyata. Dengan demikian, meskipun perjanjian 
dibuat secara sah, isi perjanjian tetap dapat dikoreksi oleh hakim jika bertentangan 
dengan kepatutan (MA RI, Putusan Nomor 3546 K/Pdt/2019, 2019:71). 
  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2956 K/Pdt/2013 menegaskan hal serupa. 
Klausula denda keterlambatan sebesar 8% per bulan dibatalkan karena tidak sesuai 
dengan peraturan perbankan. Hakim menilai klausula tersebut sebagai 
penyalahgunaan keadaan yang merugikan debitur secara signifikan (MA RI, Putusan 
Nomor 2956 K/Pdt/2013, 2013:77). Dari berbagai putusan tersebut, tampak bahwa 
hakim konsisten membatalkan klausula bunga yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengadilan memainkan peran penting sebagai penjaga keseimbangan 
kontrak, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak oleh 
pihak yang lebih kuat (Satrio, Hukum Perikatan, 2016:104). 
  
Pembatalan klausula bunga tinggi oleh pengadilan juga dapat dipahami sebagai 
penerapan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam hubungan 
kontraktual, debitur sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, 
sehingga perlu perlindungan melalui intervensi hakim. Dalam perspektif teori 
kepastian hukum Jan Michiel Otto, pembatalan klausula bunga yang tidak wajar 
mencerminkan konsistensi hukum. Hakim tidak membiarkan klausula yang 
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merugikan diberlakukan, melainkan menyesuaikannya dengan asas keadilan. Hal ini 
menjamin hukum tetap berfungsi melindungi masyarakat (Otto, Kepastian Hukum, 
2003:123). Teori perjanjian Subekti juga menekankan bahwa perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik tidak hanya berarti memenuhi janji, 
tetapi juga menjaga agar isi perjanjian tidak bertentangan dengan rasa keadilan 
masyarakat (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005:53). 
  
Selain teori, pembatalan klausula bunga tinggi juga berlandaskan pada prinsip 
keadilan dalam hukum. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan 
keadilan korektif. Dalam konteks ini, hakim berperan menerapkan keadilan korektif 
dengan mengoreksi klausula yang dianggap merugikan salah satu pihak. Praktik 
pembatalan klausula bunga tinggi menunjukkan bahwa pengadilan tidak selalu 
membatalkan keseluruhan akta, melainkan hanya pada bagian tertentu. Pendekatan 
ini dikenal sebagai pembatalan parsial, yang dinilai lebih adil karena tetap 
menghormati kesepakatan para pihak namun mengoreksi isi yang bertentangan 
dengan hukum. Pendekatan pembatalan parsial sejalan dengan prinsip pacta sunt 
servanda. Prinsip ini mengikat para pihak pada perjanjian yang telah dibuat, tetapi 
tidak berarti bahwa semua klausula harus diberlakukan meskipun merugikan. Hakim 
tetap memiliki kewenangan untuk menyesuaikan isi kontrak dengan asas keadilan 
(Habib Adjie, Hukum Notaris, 2019:90). 
  
Dalam banyak kasus, hakim tidak hanya membatalkan klausula bunga tinggi, tetapi 
juga menyesuaikan besaran bunga agar sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan 
cara ini, pengadilan tidak hanya bersifat pasif, melainkan juga aktif menciptakan 
keadilan dalam kontrak. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa asas kebebasan 
berkontrak di Indonesia tidak bersifat mutlak. Asas ini dibatasi oleh norma hukum, 
kepatutan, dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, kontrak tidak dapat digunakan 
sebagai sarana untuk menguntungkan satu pihak secara berlebihan. Hasil penelitian 
juga menemukan bahwa konsistensi pengadilan dalam membatalkan klausula bunga 
tinggi memberikan efek preventif. Kreditur menjadi lebih berhati-hati dalam 
menentukan bunga, sementara debitur merasa terlindungi oleh hukum. Notaris pun 
terdorong untuk lebih teliti dalam merumuskan akta. 
 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembatalan akta pengakuan hutang 
terkait klausula bunga tinggi oleh pengadilan merupakan mekanisme koreksi 
terhadap praktik kontraktual yang tidak adil. Pembatalan ini tidak melemahkan 
kedudukan akta autentik, melainkan memperkuat fungsi hukum sebagai penjaga 
kepastian dan keadilan. 

 
3.  Implikasi Pembatalan terhadap Kepastian Hukum dan Praktik Kenotariatan 

Pembatalan akta pengakuan hutang oleh pengadilan memberikan implikasi penting 
terhadap kepastian hukum. Putusan-putusan pengadilan yang konsisten menolak 
klausula bunga tinggi menciptakan prediktabilitas dalam praktik hukum. Para pihak 
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dapat memperkirakan bahwa klausula yang melampaui batas kewajaran 
kemungkinan besar akan dibatalkan. Bagi debitur, kepastian hukum ini memberikan 
perlindungan terhadap praktik yang merugikan. Debitur tidak lagi dalam posisi 
sepenuhnya lemah di hadapan kreditur, karena pengadilan menjadi instrumen 
perlindungan apabila klausula dirasa memberatkan (Saraswati, Perlindungan Hukum 
dalam Perjanjian Kredit, 2023:42). 
 
Sementara bagi kreditur, kepastian hukum dari pembatalan klausula bunga tinggi 
menjadi rambu-rambu agar tidak menetapkan suku bunga yang berlebihan. Dengan 
demikian, kreditur terdorong untuk membuat perjanjian yang lebih adil dan 
proporsional sehingga tidak berujung pada sengketa. Dari perspektif notaris, putusan 
pengadilan memiliki dampak yang signifikan. Notaris dituntut lebih berhati-hati 
dalam merumuskan klausula akta. Mereka tidak boleh hanya bersifat pasif mencatat 
kesepakatan para pihak, tetapi juga berperan sebagai pengawal kepatutan dalam 
perjanjian (Adjie, Hukum Notaris, 2019:92). 
 
Implikasi ini menegaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab etik dan 
profesional untuk menolak atau memperingatkan para pihak apabila klausula yang 
diajukan bertentangan dengan hukum atau kepatutan. Dengan demikian, notaris 
dapat mencegah terjadinya pembatalan akta di kemudian hari. Lebih jauh, 
pembatalan akta juga berdampak pada pembentukan hukum. Putusan pengadilan 
berfungsi sebagai yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman bagi kasus serupa di 
masa depan. Dengan adanya konsistensi putusan, maka terbentuklah kepastian 
hukum yang bersumber dari praktik peradilan (Otto, Kepastian Hukum, 2003:125). 
 
Namun, kepastian hukum melalui yurisprudensi tidaklah cukup. Diperlukan regulasi 
yang lebih jelas mengenai batas maksimal suku bunga pinjaman, khususnya di luar 
sektor perbankan. Ketidakjelasan ini menimbulkan ruang bagi kreditur untuk 
mencantumkan bunga tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa berulang. 
Regulasi yang tegas akan memberikan pedoman yang lebih pasti bagi para pihak dan 
notaris. Dengan adanya aturan tertulis, tidak lagi diperlukan interpretasi yang 
berlebihan dari hakim, karena standar hukum sudah ditentukan secara jelas oleh 
pembentuk undang-undang (Gunawan, Hukum Perbankan, 2020:140). 
 
Implikasi lain dari pembatalan akta adalah meningkatnya kesadaran hukum 
masyarakat. Debitur kini lebih mengetahui hak-haknya, sehingga tidak serta-merta 
tunduk pada klausula yang merugikan. Kesadaran ini memperkuat posisi tawar 
debitur dalam perjanjian utang-piutang. Bagi kreditur, putusan pembatalan akta 
mendorong mereka untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan nilai 
kepatutan. Jika sebelumnya kreditur berfokus pada perlindungan maksimal terhadap 
modal, kini mereka harus memperhitungkan aspek keadilan agar tidak menghadapi 
gugatan hukum. 
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Di sisi notaris, implikasi terbesarnya adalah pergeseran paradigma dalam praktik 
kenotariatan. Notaris tidak cukup hanya memastikan keabsahan formil suatu akta, 
tetapi juga harus mengantisipasi potensi sengketa materiil yang mungkin timbul 
akibat klausula yang tidak wajar. Pembatalan akta juga menegaskan pentingnya 
prinsip kehati-hatian dalam profesi notaris. Notaris yang lalai menuangkan klausula 
merugikan dapat berhadapan dengan konsekuensi hukum maupun etik. Oleh karena 
itu, notaris perlu membekali diri dengan pengetahuan hukum kontrak dan perbankan 
yang memadai. Secara lebih luas, implikasi pembatalan akta oleh pengadilan juga 
menyentuh aspek pembangunan hukum nasional. Kasus-kasus ini memperlihatkan 
adanya kebutuhan harmonisasi antara hukum perdata, hukum perbankan, dan 
praktik kenotariatan. Tanpa harmonisasi, kepastian hukum sulit tercapai. Selain 
harmonisasi regulasi, pendidikan hukum bagi masyarakat juga menjadi faktor 
penting. Debitur yang memahami hak-haknya akan lebih kritis terhadap klausula yang 
ditawarkan, sementara kreditur yang paham batas hukum akan lebih berhati-hati 
dalam menyusun perjanjian. 
 
Dengan demikian, implikasi pembatalan akta pengakuan hutang mencakup tiga 
aspek utama: perlindungan bagi debitur, kepastian hukum bagi kreditur, dan 
peningkatan profesionalisme notaris. Semua ini pada akhirnya memperkuat sistem 
hukum perjanjian di Indonesia agar lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai 
kepatutan. 

 
Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa akta pengakuan hutang 
tetap berkedudukan sebagai akta autentik yang sah secara formil, namun substansinya 
dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum 
positif. Putusan-putusan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun kasasi, 
menunjukkan konsistensi dalam membatalkan klausula bunga tinggi yang dinilai tidak 
wajar. Hal ini mengindikasikan bahwa pengadilan memiliki peran korektif untuk 
menyeimbangkan posisi para pihak dalam kontrak, sehingga asas kebebasan berkontrak 
tidak disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat. Dengan demikian, pembatalan akta 
pengakuan hutang oleh pengadilan tidak dapat dipandang sebagai pelemahan terhadap 
akta autentik maupun kewenangan notaris, melainkan sebagai mekanisme hukum 
untuk menjaga keseimbangan kontraktual. Implikasi dari temuan ini mencakup 
perlindungan hukum bagi debitur, rambu-rambu hukum bagi kreditur, serta dorongan 
bagi notaris untuk lebih berhati-hati dalam praktik kenotariatan. Pada akhirnya, koreksi 
hukum melalui putusan pengadilan ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian 
hukum yang selaras dengan nilai keadilan dalam sistem hukum perdata Indonesia. 
 
PENUTUP 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kedudukan hukum 
yang sah sebagai akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdata. Akan tetapi, meskipun 
sah secara formil, substansi akta tetap dapat diuji oleh hakim untuk menilai 
kesesuaiannya dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum positif. Hal ini 
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memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam 
praktik kontraktual. Kedudukan akta pengakuan hutang bersifat dualistik, yakni kuat 
sebagai alat bukti autentik tetapi rentan dibatalkan sebagian bila klausulanya dianggap 
melanggar. Notaris berperan penting dalam menjaga agar klausula yang dituangkan 
tidak bertentangan dengan kepatutan. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi 
administratif, tetapi juga sebagai pengawal kepastian hukum dan pelindung para pihak. 
 
Konsistensi pengadilan dalam membatalkan klausula bunga tinggi yang tidak wajar 
menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Hakim berperan 
sebagai korektor terhadap perjanjian yang tidak adil, sehingga kontrak tetap selaras 
dengan nilai keadilan dan itikad baik. Pembatalan parsial yang diterapkan hakim juga 
menjadi pendekatan tepat karena tetap menghormati perikatan tanpa menghapus 
keseluruhan akta. Dari hasil penelitian, disarankan agar pembuat undang-undang segera 
merumuskan regulasi yang tegas mengenai batas maksimal suku bunga pinjaman non-
bank. Aturan ini penting untuk mencegah terulangnya sengketa serupa. Selain itu, 
notaris diharapkan lebih selektif dan kritis dalam menuangkan klausula perjanjian, 
sedangkan kreditur harus menyesuaikan praktiknya agar tidak memberatkan debitur. 
 
Masyarakat, khususnya debitur, perlu meningkatkan kesadaran hukum agar memahami 
hak-haknya dalam kontrak. Dengan pemahaman hukum yang baik, debitur dapat lebih 
kritis terhadap klausula yang merugikan. Pada akhirnya, pembatalan akta pengakuan 
hutang oleh pengadilan bukanlah bentuk pelemahan, melainkan penguatan terhadap 
fungsi hukum kontrak, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi 
semua pihak. 
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